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Abstrak 
Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 
masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para 
pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan 
menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Musyarakah merupakan jenis 
pembiayaan yang umumnya diperuntukkan bagi pedagang atau pengusaha untuk 
menambah modal mereka dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan musyarakah 
merupakan pencampuran modal dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dananya dengan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama dengan porsi yang telah 
disepakati kedua belah pihak ketika akad. Penelitian bertujuan untuk 1) mengetahui 
hubungan hukum dalam akad pembiayan musyarakah, dan 2) mengetahui perlindungan 
hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad pembiayan musyarakah di Bank 
Syariah Mandiri KCP Solo Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam 
melakukan musyarakah di sektor perbankan, kesepakatan para pihak atau biasa disebut 
dengan akad, harus dilakukan secara tertulis. Segala ketentuan yang disepakati harus 
diuraikan dalam akad, termasuk di dalamnya klausul mengenai pembagian keuntungan 
dan kerugian. Apabila di tengah berlangsungnya musyarakah terjadi kerugian dalam 
usaha nasabah, maka untuk menentukan lagi apakah kerugian tersebut termasuk 
kerugian yang akan ditanggung juga oleh bank atau tidak, harus mengacu pada akad 
musyarakah yang telah dibuat oleh nasabah dan bank; 2) dalam pembiayaan musyārakah 
nasabah debitur bisa saja melakukan wanprestasi sehingga pihak Bank Syariah Mandiri 
KCP Solo Baru perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kerugian tersebut 
yaitu dengan cara melakukan penjualan terhadap agunan musyārakah yang sebelumnya 
melakukan negosiasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan 3) 
Pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru 
diperbolehkan, karena pada praktiknya dari segi syarat dan rukunnya tidak ada yang 
menyimpang dari hukum Islam 
 
Kata Kunci: hubungan hukum, perlindungan hukum, dan musyarakah. 
 
Abstract 
Financial institutions play an important role in the development and growth of modern 
industrial society. Financial institutions are a focus for entrepreneurs to get additional 
capital through credit mechanisms and become an investment focus through saving 
mechanisms. Musyarakah is a type of financing that is generally reserved for traders or 
entrepreneurs to increase their capital in developing their business. The Mutanaqisah 
financing is the mixing of capital where each party contributes its funds with the profit 
or loss borne along with the portion agreed upon by both parties when the contract. The 
research aims for 1) to know the legal relationship in the Mutanaqisah consultative 
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Agreement, and 2) to know the legal protections for the parties involved in the 
Mutanaqisah breeding contract at Bank Syariah Mandiri kcp Solo Baru. The results 
showed that 1) in conducting Mutanaqisah in the banking sector, the agreement of the 
Parties or commonly referred to as AKAD, must be done in writing. All provisions 
agreed must be outlined in the agreement, including the clauses on the sharing of profits 
and losses. If the event is in the midst of the Mutanaqisah losses in the customer's effort, 
then to determine whether the damages include losses that will be borne also by the bank 
or not, should refer to the Mutanaqisah contract that has been created by Customers and 
banks; 2) in financing Musyārakah debtor customers can do the default so that the Bank 
Syariah Mandiri KCP Solo Baru need to take anticipating measures against the loss is by 
making a sale of collateral Musyārakah previously negotiated against customers who 
suffered problematic financing, and 3) the financing of the Mutanaqisah applied by Bank 
Syariah Mandiri KCP Solo Baru is allowed, because in practice in terms of conditions 
and its pillars No one deviates from the Islamic law. 
 
Keywords: legal relations, legal protection, and musyarakah. 
 
1. PENDAHULUAN 
Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 
masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para 
pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan 
menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Lembaga keuangan dibagi 
menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga 
keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan BPR, sedangkan lembaga 
keuangan bukan bank yaitu Baitul Mall wat Tamwil (BMT), asuransi, leasing, anjak 
piutang (factoring), modal venture, pegadaian, dana pensiun, kartu kredit, dan lembaga 
pembiayaan konsumen (Ansori, 2006). Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli 
barang dengan memperoleh keuntungan  (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 
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pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 
(ijarah wa iqtina) (Jundiani, 2009). 
Dalam berbagai kegiatan yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
atas salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan menyalurkan dana 
tersebut untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah yaitu pembiayaan 
musyarakah. Menurut Ahmad Dahlan, musyarakah (join venture profit sharing) adalah 
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu (Dahlan, 2012). Al-
musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank 
bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu 
selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepekati 
untuk bank (Antonio, 2001).   
Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang umumnya diperuntukkan bagi 
pedagang atau pengusaha untuk menambah modal mereka dalam mengembangkan 
usahanya. Pembiayaan musyarakah merupakan pencampuran modal dimana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dananya dengan keuntungan atau kerugian 
ditanggung bersama dengan porsi yang telah disepakati kedua belah pihak ketika akad. 
2. METODE  
Dalam mengemukakan pengertian metode penelitian hukum, penulis mengemukakan 
kerangka berpikir dalam pendapat ahli hukum, penulis menggunakan metode penelitian 
baik berupa penelitian, pengumpulan data, dan analisa data. 
Menurut Soerjano Soekanto, penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang 
didasarkan padasistematika. Pemikiran, pada metode yang mempunyai tujuan untuk 
memperoleh sesuatu atau beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya. Dan 
juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum, dan mengusahakans uatu 
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang 
bersangkutan (Ali, 2016). 
Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan 
doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis 
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yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 
Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga 
lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah 
terbatas pada peraturan perundang-undangan  yan tertulis yang berkaitan dengan objek 
yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normative  yang dikenal, 
penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan 
perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum in-concreto. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (Asikin, 2012), untuk 
memberikan gambaran secara jelas terhadap pemilihan topik permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian mengenai objek yang akan diteliti, yaitu mendeskripsikan profil 
terkait hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 
akad pembiayan musyarakah.  
Data sekunder dalam penelitian ini, berupa bahan-bahan hukum yaitu akad 
perjanjian musyarakah Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. Metode yang digunakan 
untuk menyelesaikan penelitian ini dengan cara menggunakan penelitian studi 
kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara mencari, 
mempelajari, dan mengiventarisasi, akad perjanjian musyarakah Bank Syariah Mandiri 
KCP Solo Baru.  
Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan 
metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 
menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan 
norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.  
Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi 
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi 
objek kajian.  Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analisis doktrinal, 
dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Sedangkan untuk tahap 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN.  
3.1 Hubungan hukum dalam akad pembiayan musyarakah di Bank Syariah 
Mandiri KCP Solo Baru 
Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha 
tertentu dengan sejumlah modal (uang atau barang) yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan 
dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan menurut porsi modal masing 
masing atau kesepakatan.  Dengan demikian perjanjian pembiayaan musyarakah 
merupakan hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank dengan pihak nasabah 
masing-masing sebagai mitra pemilik modal untuk membiayai dan menjalankan suatu 
usaha yang halal dan produktif. Hubungan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, 
yaitu hak dan kewajiban timbal balik bagi masing-masing pihak. 
Praktik di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru, hubungan hukum pemberian 
fasilitas pembiayaan musyarakah antara bank dengan nasabah dituangkan dalam kontrak 
atau akad pembiayaan al-Musyarakah. Didalam kontrak akad al-Musyarakah tersebut 
ditentukan bahwa adapun hak-hak dan kewajiban kewajiban para pihak.  
Dalam melakukan musyarakah di sektor perbankan, kesepakatan para pihak atau 
biasa disebut dengan akad, harus dilakukan secara tertulis. Segala ketentuan yang 
disepakati harus diuraikan dalam akad, termasuk di dalamnya klausul mengenai 
pembagian keuntungan dan kerugian. Apabila di tengah berlangsungnya musyarakah 
terjadi kerugian dalam usaha nasabah, maka untuk menentukan lagi apakah kerugian 
tersebut termasuk kerugian yang akan ditanggung juga oleh bank atau tidak, harus 
mengacu pada akad musyarakah yang telah dibuat oleh nasabah dan bank. Pada akad 
musyarakah idealnya dicantumkan klausula yang pada intinya menjelaskan bahwa 
apabila kerugian usaha disebabkan karena faktor kelalaian dari nasabah sebagai partner 
usaha bank, maka bank tidak terkena kewajiban menanggung kerugian tersebut. Sesuai 
dengan sifat pembiayaan, apabila terjadi kerugian karena kelalaian nasabah, maka 
nasabah tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada bank porsi modal bank. 
Oleh sebab itulah, maka ketika terjadi kerugian, harus terlebih dahulu dilakukan 
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pembuktian atas hal tersebut untuk mengetahui apakah kerugian terjadi akibat faktor 
kelalaian nasabah ataukah disebabkan faktor lain diluar itu yang dapat mengakibatkan 
bank turut menanggung kerugian sesuai porsi modal bank dalam musyarakah (Latif, 
2019). 
3.2 Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad pembiayan 
musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru 
Perlindungan hukum baik bagi subjek hukum maupun objek hukum sangat penting 
dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum tersebut diberikan mencakup dalam 
berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah bidang perbankan. Perlindungan hukum 
terhadap bank perlu dilakukan karena bank sebagai lembaga intermediasi mengelola 
dana pihak ketiga, selain modal mandiri bank. Oleh karena itu proteksi terhadap 
perbankan mutlak diperlukan agar kepentingan pihak ketiga pada perbankan terlindungi 
dengan baik. Dengan demikian perbankan sangat membutuhkan adanya kepastian 
perlindungan hukum dikarenakan seiring beragam kasus pembiayaan macet yang terjadi 
sehinga sangat besar kemungkinan berimbas pada kepentingan pihak ketiga. 
Dalam pembiayaan musyārakah posisi pihak bank sebagai mitra atau patner 
usaha nasabahnya bukan sebagai kreditur dan debitur. Kondisi ini menyebabkan pihak 
bank tidak dapat mem-pressure nasabahnya sebagai mitra kerja untuk menuntut hal-hal 
di luar ketentuan musyārakah ini. Hal ini tentu saja berbeda dengan akad jual beli 
sehingga risiko bagi bank cenderung kecil karena pihak bank dapat memaksa nasabah 
debitur melakukan semua kesepakatan karena didasarkan pada konsep jual beli. Oleh 
karena itu pihak bank sebagai investor yang telah menanamkan modalnya pada usaha 
nasabah harus mempelajari secara jeli dan menganalisis segala kemungkinan yang 
mungkin terjadi agar pembiayaan yang telah diberikan tidak akan bermasalah.   
Perlindungan hukum secara represif diperlukan supaya mendapatkan jaminan 
kerugian bagi Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru. Perlindungan hukum tersebut 
adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mendapat jaminan atas kerugian 
bank yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi, hal ini diperlukan mengingat dalam 
pembiayaan musyārakah pihak bank sering dirugikan yang dikarenakan oleh 
  
7 
ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yang berujung dalam 
kemacetan pembiayaan.  
Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah 
Mandiri KCP Solo Baru berupa tindakan supaya tidak menyebabkan kerugian yang 
diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan hutangnya terhadap 
bank setelah diberikannya pembiayaan. Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap 
bank syariah secara represif yaitu berupa agunan tambahan dilakukannya penjualan dan 
pembelian agunan musyārakah. Agunan dari pembiayaan musyārakah adalah berupa 
objek dari pembiayaan itu sendiri, agunan tersebut sudah menjadi persyaratan utama dan 
merupakan suatu sikap kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan musyārakah. 
Hal tersebut dikarenakan bank syariah tidak mau menanggung risiko kerugian biaya 
yang dikeluarkan kepada nasabah debitur apabila nasabah tersebut melakukan 
wanprestasi dikemudian hari. 
3.3 Akad Pembiayan Musyarakah Dalam Sudut Pandang Islam 
Pembiayaan musyarakah adalah penyertaan modal terhadap usaha nasabah. Musyarakah  
yang dipraktikkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru ini, dalam hukum Islam 
masuk dalam bentuk shirkat al-‘uqu, yaitu perserikatan berdasarkan suatu akad yang 
disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan 
keuntungan. Berbeda dengan shirkat al-’amla dimana perserikatan ini tanpa melalui atau 
didahului oleh  suatu akad atau perjanjian. 
Porsi modal yang disertakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru dengan 
porsi modal yang disertakan oleh nasabah atau pemilik usaha itu terkadang tidaklah 
sama. Dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru ada juga nasabah 
yang tidak mengetahui besar modal yang dia miliknya, karena nasabah tersebut hanya 
memiliki modal yang berupa barang, dan nasabah tersebut juga tidak bisa 
memperkirakan nilai dari barang yang dimilikinya. Ketidaksamaan modal yang 
disertakan oleh masing-masing pihak antara Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru dan 
nasabah termasuk dalam kategori shirkat al-‘ina>n, dimana dalam musyarakah bentuk 
‘ina>n ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun kerja (pengelolaan 
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harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah 
satunya menjadi penanggungjawab atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. 
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan ini adalah boleh dari 
masing-masing pihak yang berakad. Akan tetapi, dalam prakteknya di Bank Syariah 
Mandiri KCP Solo Baru penyertaan modal dari pihak nasabah tidak diketahui dengan 
jelas berapa jumlah modalnya, karena nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru 
masih banyak nasabah yang mengira-ngira dengan modal yang dimiliki sendiri, sehingga 
dalam hal penyertaan modal tidak ada kejelasan yang pasti berapa modal yang 
disertakan dalam pembiayaan musyarakah tersebut.  
Dari fakta yang terjadi dalam penetapan porsi bagi hasil dari pembiayaan 
musyarakah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru, bertolak belakang dengan Hukum 
Islam. Dalam hukum Islam, musyarakah mewajibkan adanya kejelasan modal yang 
disertakan antara kedua belah pihak yang terikat, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri 
KCP Solo Baru, penyertaan modal yang jelas hanya dari pihak Bank Syariah Mandiri 
KCP Solo Baru sedangkan dari pihak pengelola atau nasabah tidak diketahui nominal 
dana yang disertakan 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
4.1.1 Hubungan Hukum dalam akad pembiayan musyarakah di Bank Syariah Mandiri 
KCP Solo Baru 
Dalam melakukan musyarakah di sektor perbankan, kesepakatan para pihak atau 
biasa disebut dengan akad, harus dilakukan secara tertulis. Segala ketentuan yang 
disepakati harus diuraikan dalam akad, termasuk di dalamnya klausul mengenai 
pembagian keuntungan dan kerugian. Apabila di tengah berlangsungnya 
musyarakah terjadi kerugian dalam usaha nasabah, maka untuk menentukan lagi 
apakah kerugian tersebut termasuk kerugian yang akan ditanggung juga oleh 
bank atau tidak, harus mengacu pada akad musyarakah yang telah dibuat oleh 
nasabah dan bank. Pada akad musyarakah idealnya dicantumkan klausula yang 
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pada intinya menjelaskan bahwa apabila kerugian usaha disebabkan karena 
faktor kelalaian dari nasabah sebagai partner usaha bank, maka bank tidak 
terkena kewajiban menanggung kerugian tersebut. Sesuai dengan sifat 
pembiayaan, apabila terjadi kerugian karena kelalaian nasabah, maka nasabah 
tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada bank porsi modal bank. 
Oleh sebab itulah, maka ketika terjadi kerugian, harus terlebih dahulu dilakukan 
pembuktian atas hal tersebut untuk mengetahui apakah kerugian terjadi akibat 
faktor kelalaian nasabah ataukah disebabkan faktor lain diluar itu yang dapat 
mengakibatkan bank turut menanggung kerugian sesuai porsi modal bank dalam 
musyarakah 
4.1.2 Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad pembiayan 
musyarakah di bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru 
Dalam pembiayaan musyārakah nasabah debitur bisa saja melakukan 
wanprestasi sehingga pihak Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru perlu 
melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kerugian tersebut yaitu dengan 
cara melakukan penjualan terhadap agunan musyārakah. Sebelum dilakukannya 
penjualan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru terlebih dahulu 
melakukan negosiasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, 
negosiasi dilakukan dengan cara penundaaan pelunasan hutang atau yang sering 
dilakukan adalah langkah-langkah restrukturisasi. Restrukturisasi yang dilakukan 
oleh Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru yaitu dengan cara memperpanjang 
jangka waktu pembayaran pembiayaan (rescheduling) bagi pihak yang 
mengalami kemacetan di akhir masa pembiayaan atau bagi nasabah yang sudah 
jatuh tempo. Apabila jangka waktunya masih lama akan tetapi nasabah tersebut 
tidak sanggup membayar maka dilakukan dengan cara (reconditioning) yaitu 
dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti pembebasan margin 
sampai waktu tertentu. Sedangkan (restructuring) dengan cara penataan kembali. 
Penjualan agunan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengambil sejumlah 
kerugian Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru atau hutang nasabah terhadap 
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Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru yang belum dilunasi dan sisa dari 
kelebihan setelah penjualan dan pembelian agunan tersebut maka akan 
dikembalikan kepada nasabah debitur. 
4.1.3 Akad pembiayan musyarakah dalam sudut pandang islam 
Pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Solo 
Baru diperbolehkan, karena pada praktiknya dari segi syarat dan rukunnya tidak 
ada yang menyimpang dari hukum Islam. Mengenai tidak sesuainya nisbah bagi 
hasil yang disetorkan oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru 
dari kesepakatan pada awal akad, sebenarnya adalah perbuatan menyimpang. 
Akan tetapi, salah satu pihak boleh membatalkan ataupun tidak, jika keduanya 
sama-sama rida dan tidak ada unsur paksaan. 
4.2 Saran 
4.2.1 Kepada masyarakat 
Penyaluran kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik lembaga 
keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah, dilakukan dengan 
perjanjian yang legal, sehingga masing-masing pihak terikat secara hukum. 
Masyarakat sebagai penerima dana, diharapkan memperhatikan pasal-pasal yang 
tercantum pada perjanjian tersebut, terutama yang berkenaan dengan kewajiban 
yang harus dilakukan.  
4.2.2 Kepada lembaga keuangan syariah 
Diharapkan lembaga keuangan syariah dalam pemberian kredit lebih 
memperhatikan kemampuan finansial dari nasabah agar tidak timbul 
permasalahan di kumudian hari, dan diharapkan setiap permasalahan yang ada 
dapat diselesaiakan sesuai dengan syarat Islam. 
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